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ABSTRAK 

 

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi atas 

kecurangan (fraud) karyawan perbankan terhadap angsuran nasabah, suatu isu 

yang jarang dibahas dalam kajian hukum pidana korporasi di Indonesia. Dalam 

praktik, fraud angsuran muncul melalui manipulasi data, pemalsuan bukti 

pembayaran, hingga penggelapan setoran cicilan oleh karyawan yang memiliki 

akses langsung terhadap sistem keuangan. Walaupun dilakukan oleh individu, 

tindakan tersebut sering kali mencerminkan kegagalan struktural bank dalam 

pengawasan internal, penerapan prinsip kehati-hatian, dan mekanisme kepatuhan 

(compliance). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan 

menelaah Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2023, Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan 

terkait tata kelola dan pencegahan fraud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 

pertama, penentuan aspek perbuatan kecurangan (fraud) karyawan perbankan 

terhadap angsuran pembayaran nasabah tidak dapat semata-mata dilihat sebagai 

perbuatan individual (individual crime). Kedua, menunjukkan bahwa pola 

pertanggungjawaban pidana korporasi dalam menilai aspek kesalahan (mens rea) 

atas fraud karyawan perbankan terhadap angsuran nasabah mengalami pergeseran 

dari pendekatan individual menuju korporasi. Sebagai kontribusi akademik, 

penelitian ini menawarkan konsep double responsibility, yaitu pemidanaan secara 

simultan terhadap pelaku individu dan korporasi, sebagai model penegakan 

hukum yang efektif guna menjamin perlindungan nasabah, kepastian hukum, dan 

kepercayaan publik terhadap sektor perbankan nasional. 

 

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Fraud 
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ABSTRACT 

 

This study examines corporate criminal liability for fraud committed by 

bank employees against customer installment payments, an issue that has rarely 

been addressed in Indonesian corporate criminal law scholarship. In practice, 

installment fraud manifests through data manipulation, falsification of payment 

receipts, and embezzlement of installment funds by employees who have direct 

access to financial systems. Although such acts are committed by individuals, they 

often reflect structural failures within banks, particularly in internal supervision, 

the application of the prudential principle, and compliance mechanisms. This 

study employs a normative juridical method by analyzing the 2023 Criminal 

Code, Supreme Court Regulation Number 13 of 2016, and Financial Services 

Authority regulations concerning corporate governance and fraud prevention. 

The findings indicate, first, that the determination of the actus reus of fraud 

committed by bank employees in relation to customer installment payments cannot 

be viewed solely as an individual crime. Second, the pattern of corporate 

criminal liability in assessing the element of fault (mens rea) in such fraud 

demonstrates a shift from an individual-based approach toward corporate 

responsibility. As an academic contribution, this study proposes the concept of 

double responsibility, namely the simultaneous criminal liability of both 

individual perpetrators and the corporation, as an effective law enforcement 

model to ensure customer protection, legal certainty, and public trust in the 

national banking sector. 
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